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Abstrak

Permasalahan	yang	melatarbelakangi	kegiatan	pengabdian	 ini	adalah	rendahnya	keswadayaan	masyarakat	

dalam	proses	pengembangan	ekonomi	masyarakat	melalui	perencanaan	pendirian	BUMDes	di	Desa	Tegalrejo	

Sawit	Boyolali.	Sasaran	dan	tujuan	pengabdian	adalah		peningkatan	partisipasi	masyarakat,	dan	peran	BUMDes	

dalam	meningkatkan	pendapatan	dan	kewsadayaan	masyarakat	desa.	Berdasarkan	studi	awal,	terdapat	3	(tiga)	

permasalahan	utama	yang	dihadapi	oleh	Mitra	(Pemdes	Tegalrejo);	1.	Masih	rendahnya	kesadaran	partisipasi	

dan	keswadayaan	masyarakat	terlibat	dalam	pembangunan	desa.,	2.	Penguasaan	keterampilan	orgasisasi	yang	

berbasis	 masyarakat	 dan	 berorientasi	 bisnis	 bagi	 masyarakat	 Tegalrejo	 masih	 perlu	 di	 tingkatkan.,	 3.	

Pengetahuan	 tata	 cara	dan	mekanisme	pembentukan	BUMDes	belum	 sepenuhnya	dipahami	 oleh	perangkat	

kelembagaan	 Desa,	 Tim	 Metodologi	 pengabdian	 telah	 merancang	 3	 (tiga)	 strategi	 solusi	 yang	 akan	

diimplementasikan	 dalam	 permasalahan;	 1.	 Menciptakan	 kesadaran	 akan	 pentingnya	 partisipasi	 dan	

keswadayaan	masyarakat	(konsep	Community	Driven	Development)	melalui	sosialisasi	dan	pelatihan-pelatihan	

peningkatan	 kapasitas	 masyarakat	 dan	 kelembagaan	 Desa	 Mitra,	 2.	 Melakukan	 pendampingan	 tata	 cara	

pembentukan	 rintisan	 BUMDes	 dari	 proses	 sosialisasi	 massa,	 pembuatan	 aturan	 bersama,	 hingga	 legalitas	

BUMDes,	3.	Memberikan	bantuan	fasilitasi	untuk	 legalitas	hukum	akta	notaris	pendirian	BUMDes,	Dokumen	

AD/ART	 BUMDes	 dan	Dokumen	 Rencana	 Bisnis	 Strategis	 BUMDes.	 Hasil	 Pengabdian	 ini	 adalah	munculnya	

keswadayaan	masyarakat	dalam	mengelola	potensi	desa	melalui	usaha	Bersama	dalam	kelembagaan	BUMDes.

Kata	Kunci	:	keswadayaan	masyarakat;	pembangunan	ekonomi	lokal;	partisipasi	masyarakat;	BUMDes

Abstract

The	problem	underlying	this	community	service	activity	is	the	low	level	of	community	self-reliance	in	the	process	of	

developing	the	community's	economy	through	planning	the	establishment	of	BUMDes	in	Tegalrejo	Sawit	Village,	

Boyolali.	The	target	and	objective	of	the	service	are	to	increase	community	participation	and	the	role	of	BUMDes	in	

increasing	income	and	community	self-reliance	in	the	village.	Based	on	the	initial	study,	there	are	3	(three)	main	

problems	 faced	 by	 Mitra	 (Tegalrejo	 Village	 Government);	 1.	 The	 low	 level	 of	 awareness	 of	 community	

participation	and	self-reliance	in	village	development,	2.	The	mastery	of	community-based	and	business-oriented	

organizational	skills	for	the	Tegalrejo	community	still	needs	to	be	improved	3.	Knowledge	of	the	procedures	and	

mechanisms	for	establishing	BUMDes	has	not	been	fully	understood	by	the	Village	institutional	apparatus.	the	

Community	Service	Methodology	Team	has	designed	3	(three)	solution	strategies	that	will	be	implemented	in	the	

problem:	1.	Creating	awareness	of	 the	 importance	of	community	participation	and	self-reliance	(Community	

Driven	Development	concept)	through	socialization	and	training	to	increase	the	capacity	of	the	community	and	

institutional	Village	Partners,	2.	Assisting	with	 the	procedures	 for	establishing	BUMDes	pilots	 from	the	mass	

socialization	process,	making	joint	rules,	to	the	legality	of	BUMDes,	3.	Providing	facilitation	assistance	for	the	

legality	of	the	notarial	deed	of	establishment	of	BUMDes,	BUMDes	AD/ART	Documents,	and	BUMDes	Strategic	

Business	Plan	Documents.	The	result	of	this	Community	Service	is	the	emergence	of	community	self-reliance	in	
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managing	the	village's	potential	through	joint	efforts	in	BUMDes	institutions.

Keywords	:	community	self-reliance;	local	economic	development;	community	participation;	BUMDes

1.	PENDAHULUAN

Desa	 Tegalrejo	 terletak	 di	 Kecamatan	 Sawit,	 Kabupaten	 Boyolali,	 dengan	 luas	 wilayah	

1.395.075	hektar.	Desa	ini	terdiri	dari	beberapa	dusun	dan	berbatasan	dengan	desa-desa	lain	di	

sekitarnya.	 Meskipun	 memiliki	 potensi	 ekonomi	 yang	 besar,	 Desa	 Tegalrejo	 belum	 memiliki	

BUMDes	 yang	 dapat	 menjadi	 penggerak	 utama	 ekonomi	 lokal.	 Berdasarkan	 analisis	 situasi	

kondisi	Desa	Tegalrejo	sampai	saat	ini	belum	memiliki	BUMDes,	sebagai	bentuk	lembaga	ekonomi	

yang	 dapat	 meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat	 dan	 peningkatan	 Pendapatan	 Asli	 Desa	

(PADes).	Sejalan	dengan	amanat	Undang-Undang	No	6	Tahun	2014	otonomi	desa	bertujuan	untuk	

mewujudkan	 efektivitas	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 desa,	 mempercepat	 peningkatan	

kesejahteraan	 masyarakat	 desa,	 mempercepat	 peningkatan	 kualitas	 pelayanan	 publik	 untuk	

menata/mengatur	 alokasi	 sumber-sumber	 dan	 distribusi	 pendapatan,	meningkatkan	 kualitas	

tata	 kelola	 pemerintahan	 desa,	 dan	 meningkatkan	 daya	 saing	 desa.	 Dalam	 mengoptimalkan	

pelaksanaan	 otonomi	 desa,	 pemerintah	 desa	 dapat	 mendirikan	 lembaga	 ekonomi	 desa	 yang	

disebut	 BUMDes.	 BUMDes	menjadi	 pusat	 perekonomian	masyarakat	 desa	 untuk	menumbuh-

kembangkan	 	 	ekonomi	 	 	lokal.	 	 	Keberadaan	 	 	BUMDes	 	 	adalah	 	 	untuk	memperkuat	ekonomi	

rakyat	desa	[1].

BUMDes	dibentuk	dalam	rangka	mensukseskan	program	dana	desa	yang	ditetapkan	oleh	

pemerintah	 pusat	 dan	 dikelola	 secara	 ekonomis	 mandiri	 dan	 profesional	 dengan	 modal	

seluruhnya	 atau	 sebagian	 besar	 merupakan	 kekayaan	 desa	 yang	 dipisahkan	 [2].	 Dengan	

berdirinya	BUMDes	di	Desa	Tegalrejo,	maka	fokus	dari	pemanfaatan	dana	desa	tidak	lagi	pada	

pembangunan	sarana	dan	prasarana	desa	namun	lebih	pada	pemberdayaan	masyarakat	sebagai	

upaya	untuk	meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat	desa.	BUMDes	dibentuk	oleh	pemerintah	

desa	dan	atas	prakarsa	dari	masyarakat	desa	sehingga	pembentukan	BUMDes	berdasarkan	pada	

kebutuhan	masyarakat	dan	potensi	desa	[3].	Sebagai	lembaga	baru	di	desa,	pengelolaan	BUMDes	

tidak	 hanya	 sebagai	 lembaga	 dengan	 tujuan	 untuk	 mendapatkan	 pro�it	 akan	 tetapi	 sebagai	

lembaga	non-pro�it	yang	bertugas	untuk	memberdayakan	masyarakat	desa	[4].	Pemberdayaan	

masyarakat	 bertujuan	 untuk	 meningkatkan	 pengetahuan,	 pemahaman	 dan	 keterampilan	

masyarakat	desa	dalam	kegiatan	ekonomi	produktif	[5].	Hal	ini	diharapkan	dapat	meningkatkan	

partisipasi	masyarakat	desa	yang	berdampak	pada	peningkatan	kesejahteraan	masyarakat.

Tujuan	 akhir	 dari	 pembentukan	 BUMDes	 adalah	mewujudkan	 desa	mandiri	 atau	 desa	

otonom.	Desa	mandiri	dapat	terwujud	melalui	kerjasama	yang	dilakukan	oleh	seluruh	unsur	yang	

ada	di	desa	termasuk	partisipasi	dari	masyarakat.	Sehingga	partisipasi	masyarakat	menjadi	kunci	

keberhasilan	dalam	mewujudkan	desa	mandiri.	Dalam	pengembangan	desa	mandiri,	BUMDes	

bertindak	 sebagai	 fasilitator	 [6].	 Dengan	 artian	 bahwa,	 BUMDes	 menjadi	 wadah	 bagi	 ter-

selenggaranya	kegiatan	ekonomi	produktif	masyarakat	desa.	Melalui	partisipasi	masyarakat	desa	

dalam	 kegiatan	 ekonomi	 yang	 dilaksanakan	 BUMDes	 akan	 meningkatkan	 perekonomian	
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masyarakat	 yang	 berdampak	 pada	 meningkatnya	 kesejahteraan	 masyarakat.	 Kesejahteraan	

masyarakat	merupakan	bentuk	dari	kemandirian	desa	karena	menjadi	salah	satu	indikator	dari	

desa	 mandiri.	 Faktor	 pendukung	 terbentuknya	 BUMDes	 di	 Desa	 Tegalrejo	 meliputi	 motivasi	

masyarakat,	semangat	masyarakat	untuk	ikut	berpartisipasi,	dukungan	masyarakat	akan	adanya	

program,	 ketidak	 apatisan	 masyarakat	 terhadap	 program	 dan	 kesesuaian	 program	 terhadap	

kondisi	 riil	 di	masyarakat.	 Fenomena	kemiskinan	yang	 terjadi	di	perkotaan	dan	pedesaan	 ini	

membutuhkan	 intervensi	 pemberdayaan	 [7].	 Tujuan	 pemberdayaan	 tersebut	 adalah	 untuk	

meningkatkan	derajat	hidup	masyarakat,	kesejahteraan	dan	keseimbangan	di	dalam	banyak	segi	

kehidupan	 	 	baik	 lingkungan	 �isik	maupun	sosial	 [8].	 Sehingga	untuk	membangun	kesadaran	

masyarakat	Desa	Tegalrejo,	perlunya	pelibatan	atau	partisipasi	dalam	pembangunan	desa.	

Menurut	 [9][10]	 partisipasi	 merupakan	 keikutsertaan	 masyarakat	 dalam	 proses	

pengidenti�ikasian	masalah	dan	potensi	 yang	ada	di	masyarakat,	 pemilihan	dan	pengambilan	

keputusan	 tentang	 alternatif	 solusi	 untuk	menangani	masalah,	 pelaksanaan	 upaya	mengatasi	

masalah	dan	keterlibatan	masyarakat	dalam	proses	mengevaluasi	perubahan	yang	terjadi	[11]	

dimana	partisipasi	dapat	juga	berarti	bahwa	pembuat	keputusan	menyarankan	kelompok	atau	

masyarakat	ikut	terlibat	dalam	bentuk	penyampaian	saran	dan	pendapat,	barang,	keterampilan,	

bahan	dan	jasa.	Partisipasi	dapat	juga	berarti	bahwa	kelompok	mengenal	masalah	mereka	sendiri,	

mengkaji	pilihan	mereka,	membuat	keputusan	dan	memecahkan	masalahnya	[12].

Masalah Solusi
Target/indicator	

ketercapaian
Metode	PKM

Tingkat partisipasi

masyarakat dalam setiap

agenda pembangunan

desa	masih	rendah	

Belum ada Program dari

Pemerintah Desa untuk

melakukan sosialisasi dan

pelatihan peningkatan

kapasitas aparatur Desa

dan Lembaga

Permberdayaan	

Masyarakat	Desa

Desa Tegalrejo, walaupun

punya potensi ekonomi

kolektif tinggi, misalnya

Kampung Lele, tetapi

sampai saat ini belum

memiliki	BUMDes

Pendampingan	

Pembentukan	

BUMDes	

Minimal tersusunya

draf Dokumen-

Dokumen Persyaratan

Pendirian	BUMDes

Dokumen berupa

draf AD/ART. SK,

Perdes,	dll

Sosialisasi tentang

Community Driven

Development and

Community	

Empowerment , peran

partisipasi	

masyarakat bagi

dan daya saing

daerah

1. Minimal 80% Tokoh

Masyarakat mengikuti

sosialisasi	dan	pelatihan	

2. Peserta memahami

Community Driven

Development and

Community	

Empowerment , peran

partisipasi masyarakat

bagi peningkatan

ekonomi dan daya saing

daerah

1) Daftar hadir/

presensi	

2)Instrumen umpan

balik/penilaian	

peserta

Tabel	1.	Matrik	metodologi,	target	atas	permasalahan	dan	solusi	kegiatan	pengabdian
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2.	METODE

Kegiatan	pengabdian	kepada	masyarakat	 ini	menggunakan	pendekatan	kaji-tindak	yang	

merupakan	 suatu	 bentuk	 riset	 yang	 memperdayakan	 masyarakat	 [13].	 Menurut	 [9],	 dalam	

pengertian	yang	lebih	luas,	pemberdayaan	masyarakat	merupakan	proses	untuk	memfasilitasi	

dan	mendorong	masyarakat	agar	mampu	menempatkan	diri	secara	proporsional	dan	menjadi	

pelaku	utama	dalam	memanfaatkan	lingkungan	strategisnya.	Dalam	kegiatan	ini	akan	diterapkan	

beberapa	metode	yang	sesuai	untuk	mencapai	tujuan,	yakni	membuka	mindset	masyarakat	Desa	

Tegalrejo,	Sawit-Boyolali,	memunculkan	ide	kreatif	berbasis	kearifan	lokal,	pemberian	pelatihan	

penguatan	peran	partisipatif	masyarakat	melalui	pendirian	BUMDes.	Secara	ringkas	metodologi,	

target/indikator	keberhasilan	program	atas	permasalahan	dan	 solusi	 yang	ditawarkan	dalam	

kegiatan	pengabdian	ini	secara	matrik	tergambar	pada		Tabel	1.

3.	HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Tahapan	pengabdian	masyarakat	ini	dilakukan	melalui	tiga	(3)	tahapan	(Gambar	1);	tahap	

pertama	adalah	perencanaan	kegiatan	dilakukan	dengan	menyusun	rencana	kegiatan	yang	akan	

dilaksanakan	 dengan	 melibatkan	 Tim	 Internal	 Pengabdian	 Riset	 Grup	 Kearifan	 Lokal	 FEB	

Universitas	Sebelas	Maret.	Setelah	tahap	perencanaan	telah	disusun	secara	detail	setiap	agenda	

dan	penanggung	jawabnya,	Maka	selanjutnya	tahap	pelaksanaan	kegiatan	pengabdian	dijalankan	

melalui	 tiga	 kegiatan	 utama;	 Identi�ikasi	 permasalahan,	 pelaksanaan	 Focus	 Group	 Discussion	

(FDG)	 antar	 pemangku	 kepentingan	 dan	 fasilitasi	 workshop	 dan	 pendampingan	 oleh	 Tim	

Pengabdian	dari	RG	Kearifan	Lokal	FEB	UNS.	Tahap	ketiga	adalah	target	yang	ingin	dicapai	dalam	

pengabdian	 kepada	 masyarakat,	 yaitu	 terciptanya	 kesadaran	 masyarakat	 pentingnya	

kelembagaan	 ekonomi	 desa	 melalui	 BUMDes.	 Tentunya	 target	 ini,	 merupakan	 target	 jangka	

panjang.	 Hasil	 dari	 kegiatan	 pengabdian	 masyarakat	 pada	 tahap	 awal	 ini,	 setidaknya	 telah	

membantu	menyusunkan	dokumen	Renstra	Bisnis	BUMDes	dan	Dokumen	Legalitas	pendirian	

BUMDes.	Gambaran	tahapan	pengabdian	seperti	pada	Gambar	1.

Gambar	1.	Tahapan	pelaksanaan	pengabdian
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Sosialisasi	
massa	ke	

masyarakat



Kegiatan	 sosialisasi	 dan	 penyuluhan	 akan	 diterapkan	 untuk	 mencapai	 tujuan,	 yakni	

membuka	 mindset	 para	 tokoh	 masyarakat	 akan	 pentingnya	 partisipasi	 dan	 keswadayaan	

masyarakat.	 Kegiatan	 pengabdian	 ini	 diharapkan	 dapat	 meningkatkan	 kesadaran	 dan	

keterampilan	masyarakat	Desa	Tegalrejo	dalam	partisipasi	pembangunan	ekonomi	desa.	Melalui	

sosialisasi	dan	pelatihan,	masyarakat	diharapkan	memahami	pentingnya	partisipasi	aktif	dalam	

pembentukan	dan	pengelolaan	BUMDes.	Pendampingan	yang	dilakukan	oleh	tim	pengabdian	juga	

diharapkan	 dapat	 mempercepat	 proses	 pembentukan	 BUMDes	 yang	 legal	 dan	 operasional.	

Dengan	adanya	BUMDes,	Desa	Tegalrejo	dapat	memanfaatkan	potensi	ekonomi	lokal	secara	lebih	

optimal,	 sehingga	 berdampak	 positif	 pada	 peningkatan	 kesejahteraan	 masyarakat	 dan	

Pendapatan	Asli	Desa	(PADes).	Adapun	contoh	materi	yang	akan	disampaikan	adalah	tata	cara	

pembentukan	BUMDes	seperti	pada	Gambar	2.

Sosialisasi	 dan	 penyuluhan	 dimana	 pelaksanaan	 sosialisasi	 akan	 tentang	 pentingnya	

partisipasi	 dan	 keswadayaan	 masyarakat	 dilakukan	 melalui	 pelatihan	 dan	 penyuluhan	 yang	

melibatkan	 tokoh	masyarakat	 dan	 perangkat	 desa	 [11](Gambar	 2).	Materi	 yang	 disampaikan	

mencakup	 konsep	 Community	 Driven	 Development	 dan	 peran	 BUMDes	 dalam	 meningkatkan	

ekonomi	 desa.	 Pendampingan	 Pembentukan	 BUMDes,	 dimana	 tim	 pengabdian	 melakukan	

pendampingan	 intensif	 dalam	 proses	 pembentukan	 BUMDes,	 mulai	 dari	 sosialisasi	 massa,	

pembuatan	aturan	bersama,	hingga	legalitas	BUMDes.	Pendampingan	ini	mencakup	penyusunan	

Gambar	2.	Tampilan	materi	sosialisasi	dan	penyuluhan

1.	Kajian	potensi	

unit	usaha	BUMDes

2.	Draft	AD/ART	

Bumdes

3.	Draft	mekanisme	

perekrutan	

pengelola	BUMDes

1.	Penyampaian	

hasil	kerja	tim	

perumus

2.	pengesahan	

AD/ART

3.	Penetapan	unit	

usaha

4.	Penetapan	

kepengurusan	dan	

struktur	BUMDes

Paska	pembentukan	BUMDes,	Desa	

mengalokasikan	modal,	rencana	

usaha,	penguatan	kapasitas	

pengelola,	dll

Tahapan	
pembentukan	:	
Identi�ikasi/kajian	
potensi	dan	unit	
usaha	BUMDes,	
permodalan,	
penguatan	kapasitas,	
proposal	rencana	

Pra
Musdes

Musdes	I
Sosialisasi

Tim	Persiapan
Bekerja

Musdes	II
Pendirian
BUMDes

Penetapan
perdes	ttg	BUMDes

dan
SK	Kepengurusan

BUMDes

1.	Memastikan	

pembentukan	

BUMDes	tecantum	

dalam	RPJMDesa,	

RKP	Desa

2.	Mengalokasikan	

anggaran	melalui	

APBDesa

1.	Sosialisasi	

BUMDesa

2.	Pembentukan	tim	

persiapan	pendirian	

BUMDesa

Pemdes,	BPD,	tokoh	

warga,	pelaku	

UMKM	Desa	(min.	

30%	perempuan)

Proses	Pendirian	BUMDesa
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dokumen	AD/ART,	Rencana	Bisnis	Strategis,	dan	pengajuan	legalitas	hukum	akta	notaris.	 	Selain	

itu,	 keterampilan	 organisasi	 dan	 pengetahuan	 tentang	 pembentukan	 BUMDes	 di	 kalangan	

perangkat	 desa	 juga	masih	 perlu	 ditingkatkan	 [14].	 Dalam	 FGD	 juga	 dibahas	 setiap	 tahapan	

pendirian	BUMDes,	agar	semua	pemangku	kepentingan	di	Desa	memahami	dan	terlibat	secara	

langsung	dari	tahap	awal	perencanaan	sampai	pada	tahap	operasionalisasi	BUMDes.	Materi	dan	

tahapan	juga	disajikan	secara	terperinci	kepada	peserta	FGD	melalui	materi	sosialisasi	secara	

elektronik	dan	cetak	seperti	pada	Gambar	3.

Setelah	penyuluhan	tentang	peran	penting	masyarakat	dalam	partisipasi	pembangunan,	

maka	langkah	selanjutnya	adalah	pendampingan	pendirian	BUMDes	dengan	secara	intensif,	TIM	

dan	Mitra	menyusun	bersama	dokumen-dokumen	yang	menjadi	syarat	Pendirian	BUMDes.	TIM	

akan	mendampingi	penyusunan	dokumen	tersebut,	diantara;	AD/ART,	SK	Pendirian	dan	Rencana	

Strategis	Bisnis	BUMDes.	Dengan	bantuan	dari	TIM	maka	diharapkan	dapat	membantu	Mitra	

untuk	segera	mewujudkan	 lahirnya	sebuah	BUMDes	di	Desa	Tegalrejo	Sawit	Boyolali,	 sebagai	

wadah	partisipasi	masyarakat	dan	peningkatan	ekonomi	Desa.	

4.	KESIMPULAN

Capaian	 kegiatan	 pengabdian	 ini	 sudah	 sesuai	 target	 dan	 tujuan	 yang	 ditetapkan.	

Permasalahan	mitra	terkait	rendahnya	keterlibatan	masyarakat	dan	kesiapan	perangkat	aparatur	

Gambar	3.	Tampilan	materi	sosialisasi	dan	penyuluhan
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desa	dalam	membentuk	Lembaga	ekonomi	desa	melalui	BUMDes,	pemahaman	 tentang	peran	

penting	 BUMDes	 sebagai	 Lembaga	 ekonomi	 yang	 dapat	 meningkatkan	 keswadayaan	 dan	

peningkatan	 kesejahteraan	 sudah	diselesaikan	dengan	 solusi	melalui	 kegiatan	 sosialisasi	 dan	

FGD.	Sedangkan	permasalahan	mitra	belum	memiliki	blueprint	atau	roadmap	rencana	strategis	

BUMdes,	Solusi	yang	ditawarkan	adalah	Pelatihan	berupa	pendampingan	penyusunan	Renstra	

Bisnis	 BUMdes	 dan	 Dokumen	 legalitas	 prasyarat	 pendirian	 BUMDes.	 Target	 pelaksanaan	

pengabdian	adalah	sebesar	80%	tokoh	masyarakat	dan	para	pemangku	kepentingan	desa	hadir	

mengikuti	 sosialisasi,	 FGD	dan	pelatihan	penyusunan	dokumen	Renstra	Bisnis	 dan	Dokumen	

Legalitas	BUMDes.	Berdasarkan	 instrumen	umpan	balik/	penilaian	peserta	memahami	peran	

penting	 kelembagaan	BUMDes	bagi	 peningkatan	kesejahteraan	dan	keswadayaan	masyarakat	

desa,	hal	ini	menjadi	ukuran	tingkat	keberhasilan	kegiatan	pengabdian	ini.

Keberhasilan	pendampingan	rencana	pendirian	BUMDes	di	Desa	Tegalrejo,	Sawit,	Boyolali,	

melalui	pendekatan	pemberdayaan	partisipatif	masyarakat	merupakan	langkah	strategis	untuk	

meningkatkan	partisipasi	masyarakat	dan	kesejahteraan	ekonomi	desa.	Kegiatan	pengabdian	ini	

menunjukkan	pentingnya	sosialisasi,	pelatihan,	dan	pendampingan	intensif	dalam	proses	rintisan	

pendirian	BUMDes.	Hasil	 yang	diharapkan	meliputi	peningkatan	kesadaran	dan	keterampilan	

masyarakat,	serta	terbentuknya	BUMDes	yang	legal	dan	operasional.	Keberhasilan	program	ini	

dapat	menjadi	model	bagi	desa-desa	lain	dalam	mengembangkan	ekonomi	lokal	melalui	BUMDes.
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